Fungsi Kementerian/Lembaga dinyatakan tetap
berlaku.

BAB XllI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Pelaksanaan Penetapan status Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penghapusan, dan
Penatausahaan BMN eks BMN id/e dilakukan menga-
cu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di
bidang BMN.

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata
Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Di-
gunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi
Kementerian/Lembaga dinyatakan masih tetap ber-
laku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti
dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan
Mente!'i ini .

Pasal 44
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai ber-
laku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.
06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik
Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggara-
kan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45 |

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan. 3 ;

Agar setiap orang mengetahuinya, meme-
rintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Re-
publik Indonesia.

- Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2016
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA, r
_ ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 April 2016
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG—J:JNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd. '
WIDODC EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 644

{BN)

PENDAFTARAN PENILAI PEMERINTAH UNTUK TUJUAN
REVALUASI ASET BAGI BADAN USAHA MILIK NEGARA
ATAU BADAN USAHA-MILIK DAERAH YANG MELAKUKAN

PENAWARAN UMUM DI PASAR MODAL
(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I| Nomor 21/POJK.04/2016,
- tanggal 12 April 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan eko-
nomi Pemerintah terkait revaluasi aset Badan
Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Dae-

rah, penetapan nilai hasil revaluasi dapat dilaku-
kan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direk-
torat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian
Keuangan Republik Indonesia;

b. bahwa Profesi Penilai yang dapat memberikan
jasa penilaian bagi Badan Usaha Milik Negara dan
Badan Usaha Milik Daerah yang telah melakukan
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Penawaran Umum di Pasar Modal wajib terlebin
dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
" dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Qtoritas Jasa Keuangan tentang
Pendaftaran Penilai Pemerintah Untuk Tujuan
Revaluasi Aset Bagi Badan Usaha Milik Negara
dan Badan Usaha Milik Daerah Yang Melakukan
Penawaran Umum Di Pasar Modal;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang

Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indone-

sia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan {Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 20117 Nomor 111, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 5253);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Dae-
rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2074 Nemor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5533);

4, Peraturan Menteri Keuangan
PMK. 010/2015
oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/
PMK.03/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva
Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan
yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1916); 1

Nomor 191/

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TEN-
TANG PENDAFTARAN PENILA|I PEMERINTAH UN-
TUK TUJUAN. REVALUASI ASET BAGI BADAN
USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK
DAERAH YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM
DI PASAR MODAL,

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
yang dimaksud dengan:
1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya dis-

sebagaimana telah diubah-

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

ingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan se-
bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Re-
publik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan.

Penilai Pemerintah adalah Penilai Pegawai Neg-
eri Sipil di lingkungan DJKN yang diangkat oleh
kuasa Menteri Keuangan serta diberi tugas, we-
wenang, dan tanggung jawab untuk melakukan
Penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya se-
cara independen. :

Penilai Pemerintah Pasar Modal adalah Peniiai
Pemerintah yang terdaftar di OJK.

- Penilaian adalah suatu proses kegiatan yang di-

lakukan oleh Penilai Pemerintah Pasar Modal un-

_ tuk memberikan suatu opini nilai yang didasarkan

pada data dan/atau fakta yang objektif dan rel-
evan dengan menggunakan metode atau teknik
tertentu atas objek tertentu pada saat tanggal
penilaian. : !

Ikatan Penilai Pemerintah indonesia, yang selan-
jutnya disingkat IPPI, adalah organisasi profesi

- Penilai Pemerintah.

10.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang se-
lanjutnya disebut DJKN adalah unit eselon | di
lingkungan Kementerian Keuangan yang mempu-
nyai tugas merumuskan serta melaksanakan ke-
bijakan dan standardisasi teknis di bidang kekay-
aan negara, piutang negara, dan lelang.

Pendidikan .Profesi adalah suatu pendidikan
dasar bagi Penilai Pemerintah Pasar Modal den-

‘gan muatan materi penilaian dan/atau peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan’
jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh
Kementerian Keuangan, OJK dan/atau pihak lain
yvang disetujui atau diakui cleh OJK..

Pendidikan Profesi Lanjutan, yang selanjutnya
disingkat PPL, adalah suatu pendidikan lanju-
tan bagi Penilai Pemerintah Pasar Modal den--
gan muatan materi penilaian dan/atau peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh
Kementerian Keuangan, OJK dan/atau pihak lain
yang disetujui atau diakui oleh OJK.

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran
Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual
Efek kepada masyarakat .berdasarkan tata cara“
yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Laporan Berkala Kegiatan Penilai Pemerintah Pas-
ar Modal adalah laporan yang memuat informasi
tentang kegiatan Penilai Pemerintah dalam rang-
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ka revaluasi aset bagi Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan
Penawaran Umum di Pasar Modal selama 1 (satu)
tahun.

BAB [l
PENDAFTARAN PENILAI PEMERINTAH
Bagian Kesatu
Persyaratan Pendaftaran Penilai Pemerintah
Pasal 2
Penilai Pemerintah yang melakukan keg-
jatan Penilaian di bidang Pasar Modal wajib terlebih
dahulu terdaftar di OJK dan memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
| Keuangan ini.

Pasat 3
Persyaratan pendaftaran Penilai Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai beri-
kut:

a. berstatus sebagai Penilai Pemerintah;

b, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/
atau dihukum karena terbukti melakukan tindak
pidana di bidang jasa keuangan; dan

c. . telah menjadi anggota IPPL.

Bagian Kedua
Dokumen Pendaftaran Penilai Pemerintah
' Pasal 4
Permohonan pendaftaran Penilai Pemerin-
tah sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan
kepada OJK disusun dengan menggunakan format
Permohonan Pehdaftaran Penilai Pemerintah Sebagai
Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercan-
tum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
int.

Pasal b
Permohanan pendaftaran sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 4, disertai dokumen sebagai berikut:
a. fotokopi surat keputusan dari Menteri Keuangan
tentang pengangkatan sebagai Penilai Pemerin-
tah; i
b. surat rekomendasi dari DJKN yang menyatakan
bahwa yang bersahgkutan layak dipertimbangkan
untuk melakukan kegiatan sebagai Penilai Pemer-
intah di Pasar Modal;
c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Pe-
nilai Pemerintah yang bersangkutan;

d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih ber- |

laku;

e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan

latar belakang berwarna merah sebanyak 1 {satu) |

lembar; '
fotokopi bukti keanggotaar dalam IPPI; dan
surat pernyataan dengan materai cuku‘p disusun
dengan menggunakan format Surat Pernyataan

Penilai Pemerintah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah-

kan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini

yang menyatakan bahwa Penilai Pemerintah:

1. tidak pernah melakukan perbuatan tercela |
dan/atau dihukum karena terbukti melakukan '
tindak pidana di bidang jasa keuangan;

2. sanggup menaati kode etik profesi yang disu-
sun oleh IPPI;

3. sanggup bersikap independen, obyektif, dan
profesional dalam melakukan Penilaian; dan

4. sanggup memenuhi panggilan untuk men-

" jalani pemeriksaan dan/atau penyidikan oleh
0JK atas pemenuhan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

< oy

Bagian Ketiga
Penelaahan Permohonan Pendaftaran
Penilai Pemerintah
Pasal 6 ‘

Dalam rangka pendaftaran Penilai Pemerintah
yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, OJK dapat’
meminta dokumen tambahan untuk mendukung pe-
menuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5.

Pasal 7

Dalam hal permchonan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 4 tidak memenuhi persyaratan, maka
paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diteri-
manya permohonan tersebut, OJK wajib memberi-
kan surat.pemberitahuan kepada pemchon yang me-
nyatakan bahwa:
a. permchonan belum memenuhi persyaratan; atau
b. permohonan ditolak. '

Pasal 8
Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan
dokumen yang dipersyaratkan dan/atau tidak diterima
oleh QOJK dalam waktu. 45 (empat puluh lima) hari
setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 7 huruf a, dianggap telah mem-
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batalkan permohonan pendaftaran Penilai Pemerintah
yang sudah diajukan dan pemohon dapat mengajukan
permohonan baru.

Pasal 9
Dalam hal permohonan pendaftaran seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah memenuhi
persyaratan, maka paling lama 45 (empat puluh
lima) hari sejak diterimanya permohonan secara leng-
kap, OJK menetapkan Surat Tanda Terdaftar Profesi
Penunjang Pasar Modal kepada pemohon.

Pasal 10
Dokumen yang telah disampaikan kepada
OJK menjadi milik OJK. :

BAB IH
RUANG: LINGKUP PENILAIAN
Pasal 11

(1) Ruang lingkup kegiatan Penilaian yang dilaku-
kan oleh Penilai Pemeriptah Pasar Modal men-
cakup penilaian properti untuk tujuan revaluasi
aset tetap Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Milik Daerah.

(2) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha
Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) hanya terbatas pada Badan Usaha Milik Neg-
ara atau Badan Usaha Milik Daerah yang telah
melakukan Penawaran Umum di bidang Pasar
Modal. :

BAB IV

PEMBATASAN PENUGASAN PENILAIAN
Pasal 12

(1) Pemberian jasa Penilaian kepada klien Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Dae-
rah yang telah melakukan Penawaran Umum di
bidang Pasar Modal hanya dapat dilakukan oleh
seorang Penilai Pemerintah Pasar Modal. paling
lama 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung se-
jak tanggal laporan Penilaian pada penugasan Pe-
nilaian pertama.

{2} Seorang Penilai Pemerintah Pasar Modal dapat
menerima penugasan Penilaian kembali dari klien
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Mi-
lik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
setelah 1 (satu) tahun tidak melakukan penugas-
an Penilaian bagi Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah tersebut terhitung se-
jak tanggal laporan Penilaian pada penugasan Pe-
nilaian terakhir.

__PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

: BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENIL_AI

PEMERINTAH PASAR MODAL
Bagian Kesatu

Kewajiban Penilai Pemerintah Pasar Modal

Pasal 13

(1) Penilai Pemerintah Pasar Modal wajib:

(2}

(3)

menaati kode etik profesi Penilai Pemerintah
Pasar Modal yang disusun oleh IPPI;

bersikap independen, obyektif, dan profesion-
al dalam melakukan Penilaian;

meiakukan Penilaian sesuai dengan ruang

-lingkup kegiatan Penilaian sebagaimana ter-

cantum dalam Surat Tanda Terdaftar Profesi
Penunjang Pasar Modal;

mengikuti PPL paling sedikit 5 (lima) jam lati-
han setiap tahun;

melaporkan keikutsertaannya dalam PPL se-
bagaimana dimaksud pada huruf d kepada
OJK disertai bukti pendukung, secara berkala
paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun
berikutnya;

menyampaikan kepada OJK Laporan Berkala
Kegiatan Penilai Pemerintah Pasar Modal pal-
ing lambat pada tanggal 15 Januari tahun beri-
kutnya, disusun dengan menggunakan format
Laporan Berkala Kegiatan Penilai Pemerintah
Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak ter-
pisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuan-
gan_ini;

melaporkan kepada OJK setiap perubahan
data dan informasi Penilai Pemerintah Pasar
Modal disertai dengan dokumen pendukung;
dan

memenuhi panggilan untuk menjalani pemer-
iksaan dan/atau penyidikan ocleh OJK atas
pemenuhan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

Dalam hal tanggal 15 Januari sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f jatuh
pada hari libur, maka laporan disampaikan paling
tambat 1 (satu} hari kerja berikutnya.

LabDran Berkala Kegiatan Penilai Pemerintah Pas-
ar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f memuat informasi kegiatan yang dilaku-
kan Penilai Pemerintah Pasar Modal terhitung se-
jak 1 Januari sampai dengan 31 Desember atau
sejak terdaftar di OJK apabila terdaftar kurang
dari 1 {satu) tahun.
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(4) Laporan Berkala Kegiatan Penilai Pemerintah Pas-
ar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f waijib disertai dengan laporan dalam for-
mat digital.

(5) Laporan keikutsertaan PPL sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf e dan Laporan Berkala
Kegiatan Penilai Pemerintah Pasar Modal seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat
disampaikan oleh beberapa Penilai Pemerintah
Pasar Modal secara bersamaan dalam 1 (satu)
surat pengantar.

Pasal 14
Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 13 ayat (1) huruf d mulai berlaku untuk tahun beri-
kutnya sejak Penilai Pemerintah Pasar Modal mem-
peroleh Surat Tanda Terdaftar dari OJK..

Pasal 15
Apabila dalam jangka waktu 1 {satu) tahun
Pendidikan Profesi dan/atau PPL tidak terselenggara-
kan, maka OJK dapat menetapkan ketentuan lain.

Bagian Kedua
Larangan Penilai Pemerintah Pasar Modal
Pasal 16

Dalam hal Penilai Pemerintah Pasar Modal
merangkap jabatan pada pihak yang memperoleh izin,
dan/atau yang Pernyataan Pendaftarannya telah men-
jadi efektif, maka Penilai Pemerintah Pasar Modal di-
larang memberikan jasa Penilaian yang dapat menim-
bulkan benturan kepentingan terhadap pihak dimana
Penilai Pemerintah Pasar Modal tersebut merangkap
jabatan.

Pasal 17
Penilai Pemerintah Pasar Modal tidak dapat
melakukan kegiatan di Pasar Modal dalam hal:
a. dibebastugaskan; atau
b. diberhentikan,
sebagai Penilai Pemerintah oleh DJKN.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI
Pasal 18 ]

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di
bidang Pasar Modal, OJK berwenang mengena-
kan sanksi administratif terhadap Penilai Pemer-
intah Pasar Modal yang melakukan pelanggaran
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini,

berupa: :

a. peringatan tertulis;

b. denda yaitu kewajiban untuk membayar se-
jumlah uang tertentu;

c. pembatalan pendaftaran; dan

.. d. pembekuan Surat Tanda Terdaftar.

{2} Sapksi administratif sebagaimana dimaksud pada |
ayat (1) huruf b, huruf ¢, dan huruf d, dapat dike-
nakan dengan atau tanpa didahului pengenaan
sanksi administratif berupa peringatan tertulis se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan
secara tersendiri atau secara bersama-sama den-
gan pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d.

Pasai 19
Selain sanksi administratif sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 18 ayat (1), OJK dapat melaku-
kan tindakan tertentu terhadap Penilai Pemerintah
yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 20
0JK dapat mengumumkan pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 kepada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuan-
gan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia. '

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2016
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
] ttd.
MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN QTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 21 /POJK.04/2016
TENTANG
PENDAFTARAN PENILAI PEMERINTAH UNTUK
TUJUAN REVALUASI ASET BAGI BADAN
USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA
| MILIK DAERAH YANG MELAKUKAN PENAWARAN
UMUM DI PASAR MODAL

UMUM

Salah satu_kebijakan Pemerintah dalam men-
dorong pérekonomian dalam negeri adalah den-
gan memberikan keringanan atau insentif dalam
sektor perpajakan. Insentif pajak diberikan terha-
dap revaluasi aset khususnya aset properti yang
dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah maupun perusahaan swasta.
Dengan adanya insentif pajak tersebut, diharap-
kan'Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah dan perusahaan swasta akan melakukan
revaluasi asetnya sehingga nilai aset perusahaan
dapat meningkat.

. Dalam , rangka mendukung rencana Badan
Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Dae-
rah yang akan melakukan revaluasi aset, Pemer-
intah- melalui Kementerian Keuangan menetap-
kan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1971/
PMK.010/2015 sebagaimana telah diubah
oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/
PMK.03/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva
Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan
vang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun
2016, untuk memberi kewenangan bagi Penilai
Pemerintah untuk melakukan penilaian atas reval-
uasi aset Badan Usaha Milik Negara dan Badan
Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, profesi Pe-
nilai yang dapat memberikan jasa terhadap peru-

PENG’UMUM:EN PERATURAN PEMERINTAH

sahaan yang telah melakukan Penawaran Umum
di Pasar Modal (Emfiten), waijib terlebih dahulu ter-
daftar di Otoritas Jasa keuangan. Aturan tersebut
berlaku pula bagi penilai yang akan memberikan
jasa penilaian terhadap Badan Usaha Milik Negara

-dan Badan Usaha Milik Daerah yang telah bersta-

tus sebagai Emiten di bidang Pasar Modal.
Substansi pengaturan pada Peraturan di bi-
dang Pasar Modal Bapepam-LK yang mengatur
mengenai pendaftaran, independensi dan laporan
berkala bagi Penilai yang melakukan kegiatan di
bidang Pasar Modal tidak tepat bila diterapkan
pada Penilai Pemerintah yang akan melakukan
penilaian atas revaluasi aset Badan Usaha Mi-
lik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang
berstatus sebagai Emiten. Dengan pertimbangan
tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
diharapkan dapat meningkatkan efektifitas '\pen—
gawasan terhadap Penilai Pemerintah dimaksud.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1's/d Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat 1)
Yang dimaksud penilaian properti, antara lain:
a. penilaian real properti;
b. penilaian personal properti;
c. penilaian pembangunan/
pengembangan proyek;
d. penilaian pengembangan properti;
e. penilaian aset perkebunan;
f. penilaian aset perikanan;
g. penilaian aset kehutanan;
h. penilaian aset pertambangan; dan/atau
i. penilaian properti lainnya.
Ayat (2}
Cukup jelas.
Pasal 12 s/d Pasal 21
Cukup jelas.
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